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Mengingat

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGG!

NOMOR : 460 5/SK/BAN-PT/Akred/S/X112017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASE
PROGRAM STUDI AKUNTANS] PADA PROGRAM SARTANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM] WIDYA DHARMA KOTAMOBAGU, KOTAMOBAGU

BADAN AKREDITAS] NASIONAL PERGURUAN TINGGI

i

bulnva sesuai kelentuon Pasal 33 ayar (6) Undeng-Undang
Republik Indoncsia Nomor 12 Tahun 20 2 tentang
Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang
pada saat jangka wakiu akreditasinya berakhir;

bahwa sesvai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang
Rerublik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk
akuntabililes publik dilakukan oleh lembaga akreditasi
mandiri;

bahwa sesuai Ketentunn Pasal 95 Indang-Undang Republik
Indanesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidican Tinggi,
scbelum terbentuknya leinbega akreditasi mandiri, akreditasi
progeam studi dilskukan oleh Badan Akreditazi Nasional
Perguruan Tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huref b, dan hurui” ¢ perlu menetapkan
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pergurian Tinggi
tentang  Status  Akredilasi dan Peringkat Terakreditasi
Program Studi Akuntansi pada Program Sarjern Sckolah
Tingei Hmu Ekonomi Widya Dharma Kctamobagu,
Katamabagu, Pk

Undang-undang Nomor [2 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 5336):
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Menetapkan

PERTAMA

KEDLIA

KETIGA

Ll
r

h

.

Peratuian fdentert Hisel, Feknologi, dan Pemlidiian 1 ingszi
Republik Indonesia Nomar 44 Tahun 2003 watang Siondar
masienal Pendidikan Tingoi:

Peratran Menteri Riset, Teknolagi. don Pendidikan Tinuwi
Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 wemang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinwag:

Keputusan Menteri Riser, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Mo 2840V KPT201T tentang Perubahan mias Keputisan
Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tingei Mo
F2ENIKPTA20 16 tentang Angzoa Dewan Eksekutif Dadun
Akreditasi Nasional Perguruan “Tinggi Periode Tahun 2016-
228,

Reputuson Menteri Riscr, Teknologi dan Pendidikan Tingg;
Mo J44MKPT/2006 ientang Pengangkatan Ketoa dan
Sekretarss Majelis Akreditasi serta Dirckiur dan Sekretaris
Diewan Eksekutif” Badun Akreditasi Masions] Perauruan
Tingg Periode Tahun 20162021,

MEMUTLISKAN

KEPUTUSAM  BADAMN  AKREDITASL  MNASIONAL
PERGURUAN TINGG] TENTANG STATUS AKREDITASI
DAM PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM ST
AKUNTANS] PADA PROGRAM SARJAMA SEKOLAH
TINGGE  ILMU - EKONOM]L  WIDYA  DHARMA
ROTAMOBAGU, KOTAMOBAGU

Menetnpkan Status Akreditasi dan Peringkar Terakreditasi
Program Studi Akwntansi pada Progeam Sarfana Schkolzh
Tinggi [mu Ekonomi Widya Dharma Kotamobago,
Kolemobagu sebagai beribur:

a. Stats Akreditasi : Terakreditasi:

b. Peringkat Terakreditesi ; C dengan Nilai 204,

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA bevlaku selama 5 (lima)
tahun terhitung mulai tangpeal Keputusan ini ditetapkan,

Status Akreditasi dan Peringlmt Terakreditasi Program Stodi
scbagaimana dimaksud dalam dikium PERTAMA dapat
dicabut sebelum masa berlakunya bermkhie, apabila Program
Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Statos
Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi,
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KEENPAT - Keputusen i mulai berlaku pada tangeal ditetapkon.

Ditetapkan di Jakarta
puda fanggal § Desember 2017

BADAN AKREDITAS] NASIONAL PERGURUAN TINGG!Y

7 T.BASARUDDIN
Snlinen disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

13

dMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birakrasi
Kepala Badan Kepegawaian Negara

B

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaon - Kementerian Riset, Teknolog,
dan Pendidikan Tinggi

5. DireKir Jenderal Kelembagran [Tmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikon Tingui -
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swaste Wilayah yang bersangkutan
Rektor/Ketua/Dirckiur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



